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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pengadilan Negeri Sangatta merupakan iembaga peradiian dibawah 

Mahkamah Agung yang memberikan peiayanan publik kepada masyarakat. 

Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan 

tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kepastian 

hukum.

Pengadilan Negeri Sangatta berdiri dalam rangka memberikan pelayanan 

kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat pencari keaditan akan kepastian hukum yang merupakan 

tugas utama dalam penyelenggaraan peradiian yang sering teriupakan akibat 

permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sangatta yang semakin 

rumit dan kompleks.
Meskipun fungsi utama pengadilan memberikan pelayanan publik, namun 

dewasa ini dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan justru 

mencitrakan kredibilitas yang buruk dengan pelayanan yang diberikan selalu 

identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit 
dan tidak masuk akal, biaya pungutan diluar ketentuan, dan ketidakpastian 

penyelesaian. Ha! ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan 

kualitas peiayanan yakni sering terlantamya upaya peningkatan kualitas 

pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang 

terpacunya pengadilan untuk memperbaiki kualitas layanan. Untuk alasan tersebut 

maka dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat pengguna pengadilan yang 

tujuan dan manfaatnya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sangatta.

Berangkat dari pencapaian Akreditasi Penjaminan Mutu, Pengadilan Negeri 
Sangatta terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas yang sudah ada. Hal 

ini bertujuan untuk menjaga kfedibilltas dan kepercayaan masyarakat terhadap 

Pengadilan Negeri Sangatta. Saiah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan 

dan perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat 
kepada pengguna layanan, mengingat Survei Kepuasan Masyarakat merupakan 

saiah satu bagian dari Program Reformasi BIrokrasi yaitu area Manajemen 

Pelayanan Publik dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, 
Akuntabel dan berkinerja serta pelayanan publik yang berkualitas.
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Selain itu suvel ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan, kinerja, sarana prasarana dan sebagainya, sehingga dari 

Sana diharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun agar kedepannya 

pelayanan publik di Pengadiian Negeri Sangatta dapat lebih di tingkatkan. 

Berdasarkan hal tersebut Pengadiian Negeri Sangatta melaksanakan survei 

kepuasaan masyarakat dalam rangka peiaksaaan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyefenggaraan 

Pelayanan Publik.

B. Tujuan dan Sasaran
Survei Kepuasaan Masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan 

masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadiian Negeri Sangatta. Adapun 

sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadiian Negeri Sangatta.

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

Pelayanan di Pengadiian Negeri Sangatta.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadiian Negeri Sangatta.

C. Rencana Keija Peiaksanaan
Pengukuran/Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadiian Negeri 

Sangatta ini dilaksanakan pada setiap Triwulan dalam periode 1 tahun.

D. Tahapan Peiaksanaan
Tahapan peiaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadiian 

Negeri Sangatta, antara tain:
1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan 

sampel diambil dengan teknik simple random sampling.

2. Tim survei membuat instrumen berupa angket/kuesioner, berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat
3. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
4. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan diserahkan 

kepada tim survei.

iporan Tlndak Lan/ut SKM Pengguna Layanan Pengadiian Negeri Sangatta



5. Tim survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang tidak terisi 

lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis data.

6. Tim survei melakukan analisis terhadap data responden yang teiah 

dikumpuikan

7. Tim survei menyajikan hasi! analisis dalam bentuk analisis statistik 

deskriptif.

8. Tim survei melakukan cross check analisis statistik deskriptif dengan 

analisa diskusi kelompok dan pendapat-pendapat
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BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei

Penelitian ini mempakan penelitian deskriptif anaiisis dimana datanya berupa 

angka-angka dan dianaftsis dengan teknik analisrs statistik deskriptif. Guna 

metengkapi basil anaiisis, disajikan juga anaiisis kuantitatif sebagai peiengkap.

Popuiasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna iayanan di 

Pengadilan Negeri Sangatta, antara lain: pencari keadiian, poiisi, jaksa, 

pengacara, KPAI, LSM, dti. Sampel pada penelitian ini diambii dengan teknik 

simple random sampling.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambii dengan instrumen berupa kuesioner dengan 

cara kuesioner diisi sendiri oleh responden melatui apfikasi siSUPER.

C. Variabel Pengukuran SKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi daiam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif
Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima Iayanan daiam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
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5. Produk Spesrfrkast Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki ofeh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahllan, ketrampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan.

9. Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kualitas sarana dan prasarana pelayanan merupakan kelengkapan dan 

standarisasi kualitas sarana dan prasarana pusat pelayanan dalam menunjang 

pelayanan kepada para pengguna iayanan.

D. Teknik Anaiisis Data
Analisis data pada pengukuran Survet Kepuasan Masyarakat (SKM) di 

Pengadilan Negeri Sangatta menggunakan analisis statistik deskriptif. 

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam 

kuesioner dengan 9 item, dengan lima option jawaban, namun hanya empat opsi 

bernilai bobot. Adapun penyekorannya menggunakan skala likert, dengan Nilai 1 

sampat dengan 4. Anatisa selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan 

kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta ditentukan sebagai 

berikut:
Tabel 1.

Kategori Muiu Petayanan

No. Mutu Pelayanan
Norma Nilai ^

Skala 1-4 Skala 100

1 Sangat Baik 3,5324 - 4,00 88,31 - 100,00
2 Baik 3,0644-3,532 76,61 - 88,30
3 Kurang Baik 2,60 - 3,064 65,00-76,60
4 Tidak Baik 1,00 - 2,5996 25,00-64,99
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BAB III
TiNDAK LANJUT HASiL SURVEi KEPUASAN MASYARAKAT 

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Berdasarkan kuesioner yarrg telah terkumpul dan tertsi dengan lengkap sejumlah 

73 (tujuh puluh tiga) kuesioner. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat di 

Pengadilan Negeii Sangatta, diperoteh hasil bahwa Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) pada Pengadilan Negeri Sangatta rrremiiiki persentase 99,81% berada pada 

kategori “SANGAT BAIK” (pada interval 88,31 s/d 100,00). Adapun hasil nilai pada 

masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:
1. Persyaratan peiayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori 

“SANGAT BAIK”.
2. Prosedur peiayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori

“SANGAT BAIK”.
3. Waktu peiayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori

“SANGAT BAIK”.
4. Biaya/tarif peiayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori

“SANGAT BAIK"
5. Produk spesifikasi jenis peiayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada 

kategori “SANGAT BAIK”.
6. Kompetensi petugas peiaksana peiayanan di Pengadilan Negeri Sangatta 

berada pada kategori “SANGAT BAIK”.
7. Perilaku petugas peiaksana peiayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada 

pada kategori “SANGAT BAIK”.
8. Kualitas sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada 

kategori “SANGAT BAIK”.
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan di Pengadilan Negeri Sangatta 

berada pada kategori “SANGAT BAIK”.
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan pengadilan di 

Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoieh 

kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup biaya peiayanan 

perilaku petugas dan kualitas sarana dan prasarana. Kemudian dari hasil penilaian 

tersebut terdapat 3 (tiga) kategori dengan nilai terendah (berdasarkan analisis 

unsur terendah pada aplikasi siSUPER), yaitu :

- Persyaratan, dengan indeks capaian sebesar 3,986.
- Prosedur, dengan indeks capaian sebesar 3,986.
- Waktu Peiayanan, dengan indeks capaian sebesar 3,986.
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Berdasarkan peniiaian 3 (tiga) kategori ruang lingkup dengan nilai terendah, 

maka perlu adanya tindak ianjut untuk memperbaiki kuaiitas pemberian layanan 

kepada para pengguna iayanan di Pengadilan Negeri Sangatta. Tindak Lanjut 

tersebut antara lain.

a) Ruang Lingkup Persyaratan
Terhadap ruang lingkup ini diiakukan tindak ianjut berupa sosialisasl secara 

berkelanjutan kepada masyarakat agar dapat memahami seluruh persyaratan 

dalam berperkara di Pengadilan Negeri Sangatta baik itu persyaratan 

administrasi maupun non administrasi. Setain itu, memastikan bahwa seluruh 

pegawai memahami berisagai persyaratan dan alur prosedur ketika 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Gambar3.1
Syarat dan Mekanisme Berperkara yang Diunggah pada Website

^ f. MAHKAMAK AGUNG REPUBL»K INDONESIA 
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(meryad) satu) dengan gugatan perkara. Dalam pocOa sued gugatair ata 
dlsebutkan alasarr pestggugat atau pemohon untak beperkara secara pr

srJ!
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witayab aetempat yang mexryartakan bebwa benar yang bersangkutan TKtak mampu mempayar 
biaya perkara. aiau
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tnau sebetum stdang perstapan fchusos urrtuk perkara tata usaba negara.
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4 Permobonan Pembebasan Biaya Perkara d>a)ukan kepada Kebta Pengadtoi melahd 
Kepantteraan dengan metampirksnKeisr«)ga,i Tklak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan 
Tuntangan Sosial lairaiya.
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anggaran.
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. PmeTatvm I maiwt Perreiebasan ftava Perkara hertekn uTTuk nerkara varm sama vano

b) Ruang Lingkup Prosedur Pelayanan
Tindak ianjut yang diiakukan terhadap ruang lingkup ini adalah dengan 

memastikan seluruh pegawai memahami seluruh tahapan prosedur pelayanan 

melalui briefing secara berkala. Selain itu senantiasa diiakukan sosialisasi 
kepada pegawai dan masyarkat mengenai prosedur berperkara dan informasi 
pelayanan yang ditempei pada spot tertentu di Pengadilan Negeri Sangatta 

yang dianggap seialu dilaiui pegawai dan masyarakat.
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Gambar3.2
Mekanisme Berperkara & Informasi Pelayanan 

Pengadilan Negeri Sangatta

4DUAN

Vf-W 9

MELIHAT

BAYAR

(Berdasarkan : PERMA No. 12 Tahun 2016)
* PEIAWGGAR :“7IDAK PERLU HADIR” D1 PERSiOANGAN
* PEIANGGAR ; 'MELIHAT; — BAYAR

SETIAP HARIJUMAT JAM 08.00 WITA 
Bcsafan Denda «fi Web: www.pivs3ngatta.eoJd / dan atau di Papan
Pengumuman Pengadilan Negeri Sangatta / Kejaksaan Negeri Kutai Timur

Bayar Denda di Kantor Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Jl. Baharuddin 
Loppa, S.H,. Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur

Mengamtwi Barang Bukti ke Kantor Kejaksaan Negeri Kutai Timur
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c) Ruang Lingkup Waktu Pelayanan

Tindak lanjut yang diiakukan terhadap mang lingkup waktu pelayanan iaiah 

dengan melakukan monitoring & evatuasi kepada seluruh pegawai guna 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Tindak lanjut ini yaitu berupa briefing yang diiakukan secara 

berkala dan berkelanjutan kepada petugas PTSP sebagai muara utama 

informasi dan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan 

Negeri Sangatta. Hal tersebut bertujuan agar seluruh petugas PTSP maupun 

seluruh pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Sangatta dapat memberikan 

pelayanan yang tidak berteie-tele dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan 

para pengguna layanan.
Gambar 3.3 

Briefing Petugas PTSP 
Pengadilan Negeri Sangatta

IP
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BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasii analisrs data tertiadap data penelftian ini, disimpulkan bahwa 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan 

Negeri Sangatta sebesar 99,81% dan berada pada kategori “SANGAT BAIK”. 
Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang iingkup sebagai berikut;

1. Persyaratan peiayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori 

“SANGAT BAIK”.
2. Prosedur peiayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori

“SANGAT BAIK”.
3. Waktu peiayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori

“SANGAT BAIK”.
4. Biaya/tarif peiayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada kategori

“SANGAT BAIK”
5. Produk spesifikasi jenis peiayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada 

kategori “SANGAT BAIK”.
6. Kompetensi petugas pelaksana peiayanan di Pengadilan Negeri Sangatta 

berada pada kategori “SANGAT BAIK”.
7. Perilaku petugas pelaksana peiayanan di Pengadilan Negeri Sangatta berada 

pada kategori “SANGAT BAIK”.
8. Kualitas sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Sangatta berada pada 

kategori “SANGAT BAIK”.
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan di Pengadilan Negeri Sangatta 

berada pada kategori “SANGAT BAIK”.
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan 

Negeri Sangatta berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan 

responden paling tinggi berada pada ruang Iingkup biaya peiayanan perilaku petugas 

dan kualitas sarana dan prasarana.
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B. Rekomendasi
Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Sangatta, 

hendaknya meningkatkan kuaiitas peiayanan kepada seluruh masyarakat pengguna 

layanan Pengadilan Negeri Sangatta dan juga secara konsisten dan berkelanjutan 

mendukung program pemberantasan korupst, kotusi dan nepotisme.

Adapun rekomendasi yang didasarkan atas 3 nilai indikator terendah, sebagai 
berikut:

• Memaksimaikan kembali efisiensi waktu dalam proses pemberian peiayanan 

dan sesegara mungkin menindaklanjuti kebutuhan masyarakat pengguna 

layanan pengadilan.

• Adanya briefing secara rutin kepada petugas PTSP untuk meningkatkan 

kompetensi penyampaian informasi kepada pen can peiayanan.

• Disediakannya brosur-brosur persyaratan balk secara manual atau online.

• Peiayanan kepada pengguna layanan pengadilan harus memperhatikan SOP 

PTSP yang sudah berlaku.

JSangafta. ^l Desember 2024
'/o / -^/KetuaKetua Tim Survei

y

BUDIYAnTQ WISNU WARDANA.S.E..S.H.
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